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SINERGI BAHAS RAPERDA PAJAK DAERAH

Pemkot Optimalkan Digitalisasi Dongkrak Pendapatan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan terus
.mengoptimalkan digitalisasi guna men-
‘Eongkrak sektor pendapatan. Terutama pen-
apatan asli daerah yang berasal dari pajak
dan:retribusi. Apalagi mulai tahun depan
sudah berlaku Undang-undang (U'U) Nomor
‘1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
‘dan ' antdra Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (HKPD).
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Staf Ahli Walikota Bidang
Umum Pemkot Yogya Hari
Wahyudi mewakili Penjabat
(Pj) Walikota Yogya, menga-
takan salah satu pilar UU
HKPD adalah memperkuat
reformasi perpajakan dan
retribusi daerah. Peme-
rintah memangkas jumlah
jenis pajak dan retribusi da-
erah untuk mengurangi bi-
aya administrasi pemu-
ngutan.

"Sesuai UU HKPD ada
jenis pajak yang tidak lagi
dipungut, yaitu pajak
sarang burung walet kare-
na potensinya sangat kecil.
Pengurangan jenis pajak

-Balik Nama

KR-Istimewa

7. "

Bianti, Kamis (22/6).
Pemkot Yogiya saat ini
memungut sepuluhjenis pa-  pery nsp

Meskipun akar ada pe-

ngurangan pajak, tapi diirin-  di salah satu langkah pen-
gi penerimaan baru yaitu ting bagi optimalisasi pen-
opsen Pajak Kendaraan dapatan daerah tersebut.
Bermotor (PKB) dan Bea Pemkot Yogya telah melaku-
Kendaraan kan digitalisasi transaksi be-
Bermotor (BBNKB) yang di- _4anja dan pendapatan peme-
harapkan mampu mening-* rintah melalui Elektronifi-
katkan pendapatan daerah. kasi Transaksi Pemerintah
Opsen itu sifatnya hanya Daerah(e-TPD). Termasuk

‘mengalihkan penerimaan membentuk Tim Percepatan

dari pendapatan bagi hasil. ~dan Perluasan Digitalisasi
Terlebih pelaksanaan pemu- Daerah (TP2DD) Kota
ngutan opsen baru di- Yogya. Pembayaran pajak di

jalankan pada tahun 2025, Kota Yogya juga dapat di-

ggali potensi p

n daerah,

HKPD kita perlu siapkan
strategi tepat untuk meng-
amankan penerimaan pajak
dan retribusi daerah. UU
HKPD memberikan ruang
bagi pemerintah daerah un-
tuk dapat menyesuaikan im-
plementasinya di lapangan,
melalui penerbitan peratu-
ran daerah tentang pajak
dan retribusi daerah ma-
sing-masing sebagai tu-
runan dari UU HKPD,"
urainya.

bagai perintah dari UU
HKPD. Kegiatan FGD itu
juga untuk menjaring ma-
sukan untuk membahas
raperda pajak daerah dan
retribusi daerah. "Tujuan
kegiatan ini bagaimana kita
menyampaikan adanya reg-
ulasi pajak daerah dan re-
tribusi daerah yang sudah
menjadi raperda dan sedang
kami susun. Ini nanti yang
akan menjadi masukan pe-
lengkap dalam  kami
bersama DPRD membahas-
nya," terangnya.

Sedangkan menurut
Ketua DPRD Kota Yogya
Danang Rudiatmoko, pada
awal Juni pihaknya ber-
sama BPKAD Kota Yogya
telah membentuk panitia
khusus (pansus) untuk
membahas raperda pajak
daerah dan retribusi daerah.
Masukan dalam FGD terse-
but dapat didiskusikan
dalam pembahasan raperda
vang sedang diupayakan
oleh pansus.

"Misalnya tentang pe-

maupurk penurunan tarif sehingga pada tahun 2024 lakukan secara nontunai Kepala Badan Pengelo- rubahan-perubahannya dan
diharapkan tidak akan me- kemungkinan besar akan melalui perbankan, kanal laan Keuangan dan Aset bagaimana potensi-potensi
ngur: pendapatan yang terjadi penurunan potensi teknologi finansial maupun Daerah Kota Yogya Wasesa, yang ada kalau nanti tahun
kita terima," jelasnya di pajak. e-cornmerce. Termasuk pem-  saat ini sekarang Pemkot 2024 akan mengalami pe-
sela FGD optimalisasi pen- Oleh karena itu, imbuh bayaran retribusi daerah bersama DPRD Kota Yogya ngurangan pendapatan. Ini
dapatan daerah melalui Hari, perlu adaya optimal- ~seperti retribusi pelayanan  bersinergi untuk menyusun ~ saya kira menjadi perhatian
pajak dan retribusi daerah isasi pendapatan daerah. pasar. 1 " raperda terkait pajak da- kita bersama,’ tandasnya.
di Hotel Artotel Suites Sehingga digitalisasi menja- "Dalam meréspons UU  erahdan retribusi daerah se- (Dhi)-f
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